
fpf-r?p5JSTAKAf't"l

j.StVDAKAB.itLAUN

IuiBACAnOA-^mw
!OlFlHJAHKAN

BUPATIKONAWESBLATAJJ''"~

PERATURANBUPATIKONAWESELATAN
NOMOR:TAHUN2014

TENTANG

JENJAN^NILAIPENGADAANBARANG/JA^PADA
BADANLAYANANUMUMDAERAH
KABUPATENKONAWESELATAN

BUPATIKONAWESELATAN,

Menimbang

Mengingat

bahwadalamrangkamelaksanakanketentuanPasal105
PeraturanMenteriDalamNegeriNomor61Tahun2007
tentangPedomanTeknisPengeloaanKeuanganBLUD,
perlumengaturJenjangNilaiPengadaanBarang/Jasa
padaBadanLayananUmumDaerah.
bahwasehubungandenganmaksudhurufadiatasperlu
ditetapkandenganKeputusanBupatiKonaweSelatan
tentangJenjangNUaiPengadaanBarang/JasaPadadi
BadanLayananUmumDaerahRumahSakitUmum
DaerahKabupatenKonaweSelatan.

Undang-UndangNomor4Tahun2003tentang

PembentukanKabupatenKonaweKonaweSelatandi
ProvinsiSulawesiTenggara(LembaranNegaraRepublik

IndonesiaTahun2003Nomor24,TambahanLembaran

NegaraRepublikIndonesiaNomor4267);
Undang-UndangNomor17Tahun2003tentang

KeuanganNegara(LembaranNegaraRepublikIndonesia
Tahim2003Nomor47,TambahanLembaranNegara

RepublikIndonesiaNomor4286);

Undang-UndangRepublikIndonesiaNomor1Tahvm
2004tentangPerbendaharaanNegara(LembaranNegara

RepublikIndonesiaTahun2004Nomor5,Tambahan
LembaranNegaraNomor4355);



4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun
2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung

Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahtin 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 4400);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 4437); Sebagaimana telah

diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua

Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah

Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor

4844);

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahiin

2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah

Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang

Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahim

2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5063);

8. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah

Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5072);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4502);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang

Pedoman Penjoisunan dan Penerapan Standar Pelayanan

Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4585);



11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang

Laporan Keuangan dan Kineija Instansi Pemerintah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006

Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4614);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang

Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintah Daerah

Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4737);

13. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 10

Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi

Kewenangan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan

(Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahim

2007 Nomor 10);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 1

Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan

Tahun 2009 Nomor 1);

16. Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2013 tentang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten

Konawe Selatan Tahun 2014 (Lembaran Daerah

Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2014 Nomor 25);

17. Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 26 Tahun 2013

tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahim Anggaran

2014 (Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor

26);



MEMUTUSKAN:

Menetapkan:PERATURANBUPATITENTANGJENJANG
NILAlPENGADAANBARANG/JASAPADA

BADANLAYANANUMUMDAERAHKABUPATEN

KONAWESELATAN.

BABI

KETENTUANUMUM

Pasal1

DalamPeraturanBupatiiniyangdimaksuddengan:

1.PemerintahDaerahadalahBupatidanperangkatdaerahsebagaiunsur
penyelenggaraPemerintahanDaerah.

2.BupatiadalahBupatiKonaweSelatan.

3.BadanLayananUmumDaerahyangselanjutnyadisingkatBLUDadalah
SatuanKeijaPerangkatDaerahKabupatenKonaweSelatanyang
dibentukuntukmemberikanlayanankepadamasyarakatberupa

penyediaanbarang/jasayangdijualtanpamengutamakanmencan
keuntungan,dandalammelakukankegiatannyadidasarkanpada
prinsipefisiensidanproduktivitas.

4.Fleksibilitasadalahkeleluasaanpengelolaankeuangan/barangBLUD

padabatas-batastertentuyangdapatdikecualikandariketentuanyang
berlakuumum.

5.Penyediabarang/jasaadalahbadanusahaatauperoranganyang
kegiatanusahanyamenyediakanbarang/layananjasa.

6.PanitiapengadanadalahTim/UnitpadaorganisasiBLUDatauTim/Unit
tersendiriyangdibentukolehjjemimpinBLUDyangditugaskansecara
khususyangmelaksanakanpengadaanbarangdan/ataujasaguna
keperluanBLUD.

7.PejabatPengadaanadalahpersonilyangmemilikisertifikatkeahlian
pengadaanbarang/jasayangmelaksanakanpengadaanbarang/jasa.

BABII

PELAKSANAANPENGADAANBARANG/JASA

Pasal2

(1)Pengadaanbarangdan/ataujasapadaBLUDdUaksanakanberdasarkan
ketentuanyangberlakubagipengadaanbarang/jasapemerintah.



(2) Pengadaan barang/jasa dilakukan berdasarkan prinsip efisien, efektif,
transparan, bersaing, adil/tidak diskriminatif, akuntabel dan praktek

bisnis yang sehat.

Pasal 3

(1)BLUD dengan status penuh dapat diberikan fleksibilitas berupa
pembebasan sebagian atau seliiruhnya dari ketentuan yang umum bagi

pengadaan barang/jasa pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal

2 ayat (1), apabila terdapat alasan efektivitas dan/atau efisiensi yang

ditetapkan oleh pemimpin BLUD.

(2) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan terhadap

pengadaan barang/jasa yang sumber dananya berasal dari:

a. Jasa layanan;

b. Hibah tidak terikat;

c. Hasil keija sama dari pihak lain;

d. Lain-lain pendapatan BLUD yang sah.

(3) Pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dan ayat (2) dilaksanakan berdasarkan ketentuan pengadaan barang

dan/atau jasa yang ditempatkan oleh pemimpin BLUD.

(4) Untuk pengadaan barang dan/atau jasa yang sumber dananya berasal

dari hibah, atau mengikuti ketentuan pengadaan barang dan/atau jasa

yang berlaku bagi BLUD.

Pasal 4

(1) Pelaksanaan pengadaan barang/jasa sebagaimana dalam pasal 3

dilakukan oleh Pejabat Pengadaan atau Panitia Pengadaan.

(2) Panitia Pengadaan terdiri dari personil yang memenuhi persyaratan yang

ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan

memahami tata cara pengadaan, subtansi pekeijaan/kegiatan yang

bersangkutan dan bidang lain yang diperlukan.

Pasal 5

Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1),

diselenggarakan berdasarkan jenjang nilai yang diatur sebagai berikut:

1. Pengadaan barang/jasa dengan nilai sampai dengan Rp 50.000.000,-

(Lima Puluh Juta Rupiah) dapat dileikukan dengan metode pengadaan

I langsung kepada penyedia barang/jasa oleh pejabat pengadaan yang
ditunjuk tanpa membedakan golongan pengusaha kecil atau non kecil

dengan pertanggungjawaban berupa nota/kwitansi/faktur pembayaran

disertai materai secukupnya;



2. Pengadaan barang/jasa dengan nilai diatas Rp 50.000.000,- (Lima puluh
juta. rupiah) sampai dengan Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)
dilakukan pengadaan langsung kepada penyedia barang/jasa oleh
pejabat pengadaan/Unit Layanan Pengadaan yang ditunjuk tanpa
membedakan golongan pengusaha kecil atau non kecil dengan
pertanggungjawaban berupa SPK/Kontrak;

3. Pengadaan barang/jasa dengan nilai diatas 500.000.000,- (lima ratus
juta rupiah) sampai dengan 1.000.000.000,- (satu mUyar rupiah)
dilakukan dengan metode pemilihan langsung oleh Panitia/Unit
Layanan Pengadaan dengan pertanggungjawaban kontrak.

4. Pengadaan barang/jasa dengan nilai diatas 1.000.000.000,- (satu milyar
rupiah) dilakukan dengan metode pemilihan langsung oleh Panitia/Unit
Layanan Pengadaan dengan pertanggungjawaban kontrak.

BABin

KETENTUAN PENUTUP

Pasal6

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang
menyangkut teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut dengan
Keputusan Bupati dan Keputusan pemimpin BLUD.

Pasal?

Peraturan bupati ini mulai berlaku pada tanggal diimdangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati ini penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan.



Ditetapkan di Andoolo
pada tanggal 13 Januari 2014
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rv\K/ BUPATI KONAWE SELATAN,

-H

Diimdangkan di Andoolo
pada tanggal 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

KONAWE SELATAN,

H. SARDJUN MOKKE

H. IMRAN

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN 2014

NOMOR


